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LAMPIRAN 

 

A. Peraturan Yang Mengatur Tentang Tugas Polisi Kehutanan 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pasal 50 ayat (3): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan kerusakan hutan, antara lain menebang pohon tanpa izin, 

membakar hutan, dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. 

Pasal 51 ayat (1): Dinyatakan bahwa untuk menjaga keamanan hutan, 

dilakukan kegiatan perlindungan hutan oleh pejabat kehutanan yang 

berwenang. 

Pasal 51 ayat (3): Menegaskan bahwa Polisi Kehutanan (Polhut) adalah 

pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan hutan. 

Pasal 57: Menyebutkan bahwa pejabat kehutanan tertentu diberikan 

kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam 

bidang kehutanan 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

Pasal 12: Menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana 

perusakan hutan dilakukan oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Kehutanan. 

Pasal 13 ayat (1): PPNS Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap pelaku 

perusakan hutan. 

Pasal 14: Polisi Kehutanan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk 



 
 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 

Pasal 78–82: Mengatur sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan, yang 

menjadi dasar tindakan represif Polisi Kehutanan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan 

Pasal 1 angka (2): Menyebutkan bahwa Perlindungan Hutan adalah usaha 

untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, serta mempertahankan dan 

menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. 

Pasal 6 ayat (1): Menyebutkan bahwa perlindungan hutan dilaksanakan oleh 

pejabat kehutanan yang berwenang, yaitu Polisi Kehutanan. 

Pasal 7: Menjelaskan tugas Polisi Kehutanan meliputi kegiatan pengamanan 

hutan, pencegahan, penanggulangan gangguan hutan, dan penegakan hukum 

kehutanan. 

Pasal 8–9: Mengatur wewenang Polhut dalam pemeriksaan, penangkapan, 

penyitaan barang bukti, dan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. 

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang 

Polisi Kehutanan 

Pasal 2: Polisi Kehutanan bertugas melaksanakan perlindungan hutan, 

termasuk mencegah dan menanggulangi gangguan terhadap kawasan hutan. 

Pasal 3: Tugas pokok Polisi Kehutanan meliputi: 

Pengamanan kawasan hutan. 

Pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kehutanan. 

Pembinaan masyarakat dalam rangka perlindungan hutan. 



 
 

Penegakan hukum di bidang kehutanan. 

Pasal 6–8: Mengatur tentang struktur organisasi, pembinaan, dan pelatihan 

Polisi Kehutanan. 

Pasal 12–15: Menjelaskan tata cara pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk 

pelaporan kegiatan patroli dan koordinasi dengan aparat penegak hukum 

lainnya. 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Pasal 19: Pemerintah berwenang melakukan tindakan pengamanan terhadap 

kawasan pelestarian alam dan suaka margasatwa. 

Pasal 31: Pejabat yang berwenang, termasuk Polisi Kehutanan, diberi 

wewenang untuk menindak setiap pelanggaran di kawasan konservasi. 

Pasal 33–34: Mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan 

konservasi, yang menjadi dasar bagi tindakan hukum Polisi Kehutanan di 

kawasan hutan konservasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 1. Peta Hutan Konservasi  

 

 

Peta Kawasan Hutan Konservasi Di 3 Seksi 

 

Luas tiap-tiap zona : 

1. Zona Inti        : 162.619,23  hektar 

2. Zona Rimba   : 28.176,46  hektar 

3. Zona Pemanfaatan   : 1.897,35  hektar 

4. Zona Tradisional   : 646,47  hektar 

5. Zona Rehabilitasi   : 9.732,97  hektar 

6. Zona Khusus   : 177,79  hektar 

Luas keseluruhan zona  : 203.250,27  hektar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Gambar 2. Kawasan Desa Putri Betung 

 

Peta Kawasan Kecamatan Putri Betung,Kabupten Gayo Lues 
 


